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EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PASAR SUNGAI DAMA
KOTA SAMARINDA

Novia Yulianti !

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan
bagaimana evaluas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang
pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam penertiban
pedagang kaki lima di Kota Samarinda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri
tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variabel
lainnya dengan fokus penelitian meliputi pelaksaan tugas satpol pp,
pengawasan sampai pada evaluasi. Penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling dan accidental sampling kemudian teknik pengumpulan
data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan,
dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan penelitian
dokumen.

Hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa Evaluasi Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong
Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota
Samarinda, sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti teliti mengenai
pedoman Satuan polis Pamong Praja, yang pertama, Pelaksanaan tugas
Satpol PP dalam melakukan penertiban terlebih dahulu dilakukanya
koordinasi, diberi arahan agar petugas tidak langsung menindak para pk
baik berupa surat edaran maupu teguran. Yang kedua, Pengawasan Satpol PP
yaitu melakukian pemantauan oleh Petugas Patroli sehingga tahu keberadaan
pkl terletak di zonz-zona mana saja agar mudah untuk dilakukan penertiban
dan yang ketiga Evaluasi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya baik yang
dilakukan secara rutni,insidentil maupun operasi gabungan yang segera akan
melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan
melaporkan kepada Kepala Daerah. Faktor pendukungnya sudah jelas
dengan melaksanakan tugas samapi pada evaluasi berpedoman pada PP
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No.32 Thn.2004 dan PROTAP Pemendagr No.26 Thn.2005 yang memudahkan
Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dan penghambatnya ialah penunjang
sarana dan prasarana dalam melakukan operas kegiatan yang masih kurang
sehingga petugas Satpol PP kesulitan dalam melakukan kegiatan Patroli
keliling karena Tim yang diturunkan kelapangan sangat banyak dengan
sarana mobilitas yang terbatas unitnya.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja,Pedagang Kaki Lima, Pasar Sungai
Dama Kota Samarinda

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan satu dari Negara yalamgderkembang pada
saat ini dalam melaksanakan pembangunan di seigialagy baik di bidang ekonomi,
sosial, budaya dan lain-lain. Seperti juga denyegara lainnya yang pernah di
landa krisis moneter,di mana pembangunan tersebogatami berbagai hambatan.
Negara Indonesia telah mengalami perubahan yangpcolendasar terutama pada
saat berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru daculmya Era Reformasi di
dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan beandg@mbangunan merupakan
suatu proses perubahan yang berlangsung secamaaeaedan berkelanjutan dengan
sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejaht hidup manusia atau
masayarakat suatu bangsa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 280thhg Pemerintahan
Daerah, menetapkan otonomi daerah secara utuhdaadah kabupaten dan daerah
kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempukg@enangan dan
kekuasaan serta keleluasaan untuk melaksanakajakabimenurut prakrsa dan
aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangagadePancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Telah diketahui bahwa urusarepetahan pusat atau urusan
pemerintahan umum diselenggarakan melalui garisoDsdntrasi yaitu salah satu
dari tiga azas penyelenggaraan pemerintah daerahumdt Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang menteatang Pemerintahan
Daerah pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa peaten daerah adalah Bupati,
Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemggdea Pemerintah Daerah.
Agar penyelenggara pemerintahan di kota samariagatderjalan dengan optimal,
maka Walikota di bantu oleh seperangkat daerah kumhenjalankan roda
pemerintahan yang bertujuan dalam rangka mewujudkaembangunan
nasional,salah satunya adalah Satuan Polisi ParRoajg (SatPol PP). Didalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentsafia kecil disebutkan
bahwa usaha kecil termasuk pedagang kaki lima ra&eupkegiatan usaha yang luas
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kepada masyarakat, dapat berperan dalam prosesrgtaame dan peningkatan
pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbkbanrei dan berperan dalam
mewujudkan stabilitas Nasional pada umumnya darbilisds ekonomi pada
khususnya. Bahkan pedagang kaki lima secara nyatapon memberikan pelayanyan
terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghas#iadal, sehingga dengan
demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasilpgmbangunan. Demikian juga
Kota Samarinda keberadaan Pedagang kaki lima dignggengganggu ketertiban
umum dan keindahan kota karena menggelar dagangeas drotoar dan dipinggir
jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintasambah ketidak teraturan dan
merusak keindahan kota serta menciptakan kekumdddam kota. Seperti Pedagang
kaki lima yang berada di pasar sungai dama yangggetar dagangannya di
pinggiran badan jalan dimana daerah tersebut mkanpdaerah larangan untuk
berjualan kecuali di dalam area pasar sungai daken tetapi Pedagang kaki lima
juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ara&at menengah ke bawah
dan juga sebagai pembuka peluang kerja bagi merakg memiliki kemampuan
modal yang terbataddunculnya pedagang kaki lima di Kota Samarinda neam
pengaruh yang sangat besar bagi tatanan kota. Satahdaerah yang dijadikan
sasaran dari perkembangan pedagang kaki lima adRdabr Sungai Dama Kota
Samarinda.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 3RBurlra2004
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertteiagang Kaki
Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam EvaluaduPsréPemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan PdaisioRg Praja
Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Subgena Kota
Samarinda.

Tujuan Penelitian
1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor & 2004
tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerflbdagang Kaki
Lima Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.
2. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat dalam EsiaReraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuaisi FRRamong

Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasagabdama Kota
Samarinda.
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Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik
Pengertian kebijakan Menurut Anderson (dalam ig|2003:17) adalah

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertgamyg diikuti dan dilaksanakan
oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertent

Menurut Parker (dalam Wahab, 2008:51) menyat&iehijakn publik yaitu
suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tereau tindakan yang dilaksanakan
oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalatarkaja dengan suatu subjek atau
sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Evaluas Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberaasikegagalan kebijakan
berdasarkan indikator-indikator yang telah diteatuk Evaluasi membuahkan
pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentatidaksesuain antara kinerja
kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-bémasitkan.

Menurut Anderson ( Winarno, 2002:166 ) bahwa Easillkebijakan dapat
dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut etiatasi penilaian kebijakan yang
menyangkut substansi, implementasi dan dampak.ldfeniyang dimaksud oleh
Anderson tersebut maknanya ialah suatu kegiatamkunenilai keberehasilan dari
implementasi kebijakan serta mengetahui dampak-demmng terjadi. Karena
faktanya tidak seluruh kebijakan mencapai tujuargydiharapkan.

Satuan Polisi Pamong praja

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tal2005 di arah
sebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SaB@&dalah perangkat pemerintah
daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ieetert dan ketertiban umum
serta menegakan peraturan daerah.Prosedur Tetapsiopal Satuan Polisi Pamong
Praja adalah petunjuki bagi aparat Polisi PamormgaPdalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumpunauwalam rangka
peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakatdagrh@eraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun Z®al 1 ayat 4
bahwa yang di maksud dengan satuan polisi pamasg pdalah perangkat daerah
dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umuia seenegakkan Peraturan
Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah ygoag derbentuk Dinas Daerah

atau Lembaga Teknis Daerah.

Pedagang Kaki Lima
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Sektor informal merupakan sebagian dari sumbermikpatan peluang
kerja dalam mengatasi tingginya pengangguran. Haldi jelaskan oleh
Jatmiko (dalam Kurniadi, 2004: 19) bahwa perandoseinformal sangat
membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapanmkerjaan,
tereutama bagi mereka yang berpendidikan rendatminggga dapat
mengurangi pengangguran dan menambah kesejahtaraah tangga.

Menurut Mulyanto (2007), PKL adalah termasuk us&kail yang
berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah ideewsahaan. PKL
mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahaggm mendapatkan
keutungan. PKL menjadi manajer tunggal yang menangsahanya mulai
dari perencanaan usaha, menggerakan usaha sekatigngontrol atau
mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi reare) tersebut jarang
atau tidak pernah mereka dapatkan dari pendidibamné.

Definis Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan memberiketasan
mengenai permasalahan penelitian yang digunakaamdainenganalisis
permasalahan penelitian. Sesuai dengan judul pi@neiini maka definisi
konsepsional dari penelitian ini adalah : Evallaiaturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Panfvaga dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai DHota Samarinda
adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatijakan pemerintah dalam
keberhasilan atau mengalami suatu kegagalan dalasegppelaksanaan tugas,
pengawasan dan hasil kegiatan yang dilakukan S&fpalalam menertibkan
PKL di Pasar sungai dama kota Samarinda.

M etode Pendlitian

Jenis Pendlitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitideskriptif
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalatengan menggunakan metode
analisis kualitatif yaitu penelitian yang berusah@enggambarkan atau
melukiskan secara nyata dan sistematis terhadaja fatau karakteristik
populasi atau bidang dengan secara cermat danafakfienurut Sugiyono
(2009 :193) “Penelitian kualitatif adalah penetitigang dilakukan terhadap
variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbanding&u anenghubungkan
dengan variabel lain.

Lokas Penelitian
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Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Satuan RoRamong Praja
Kota Samarinda dan di Pasar Sungai Dama Kota Sadaari

Fokus Penedlitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, mkks penelitian
yang ditetapkan yaitu :
1. Pedoman Satpol PP dalam penertiban PKL diantaranya
a.Pelaksanaan tugas satpol pp
b.Pengawasan satpol pp
c.Evaluasi
2. Faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Peratt@amerintah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan PdisioRg Praja
dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Subgana Kota
Samarinda.

Sumber Data
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui nardser dengan cara

melakukan Tanya jawab langsung dan dipandu melpkrtanyaan-
pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yangsthp&an sebelumnya
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melaluietsda sumber
informasi antara lain :
a. Dokumen
b. Buku-buku ilmiah
Dalam penelitian ini untuk pemilihan informan paauhenggunakan
dua teknik yaitu teknikpurposive samplingdimana dalam metode ini peneliti
menentukan sendiri sample-sample dari populasi ydranggap dapat
memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitangan materi yang
diteliti dan menguasai di bidang yang bersangkatasalah yang ditelitikéy
yaitu :
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perudang-und&agmah
c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Sedangkan untuk memperoleh data lainnya penedithitih informan
dari beberapa pedagang kaki lima di pasar sungaadalan untuk mewakili
pedagang kaki lima yang ada di Samarinda. dengamggo@akan teknik
Accidental Sampling, yaitu sampel yang diambil berupa individu yang
kebetulan sedang melakukan aktivitas tertentu ybediubungan dengan
materi yang diteliti.
informan).
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Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian kepustakaan (Libramgsearch)
2. Penelitian lapangar{eld work research)

a. Observasi
b. Wawancara
c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

AnalisisData
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelite adalah analisis
data model interaktif yang dikemukakan oleh Milas ¢Huberman :
1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan dafata Reduction)
3. Penyajian datadata Display)
4. Penarikan kesimpularConclution Drawing)

Hasil Pendlitian
Pelaksanaan tugas Satpol PP

Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong prajaolsaip dalam
penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan olatu&h Polisi Pamong
Praja Kota Samarinda sudah cukup baik, hal inikdi aleh Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah kepada peneditigungkapkan
pada hasil wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahuiddlwgas Satuan
Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang lkaki melaui tahap-
tahap mulai dari memberikan teguran, surat edaapai pada
pembongkaran dari pihak satpol pp.

Pengawasan

Pengawasan yang di lakukan Satpol PP terhadapanaksy agar
mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan KepatsaD khususnya di
kota Samarinda. Dalam melakukan pengawasan terh@pstigngang kaki lima
Satpol PP vyaitu pemberian sosialisasi Perda KotmmaBada tentang
pengaturan PKL sehingga para PKL tahu bahwa dinsajea daerah-daerah
yang dilarang untuk berjualan, serta adanya teguna@nmkan sanksi yang
diberikan bagi yang melanggar Perda tersebut.

Evaluas

Setelah pelaksanaan dan pengawasan yang dilakB&gol PP dalam
menertibkan pedagang kaki lima baik yang di lakukarara rutin maupun gabungan
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pastinya akan segera melaporkan kepada Kepalal$®Bpdan dari Kepala Satpol
PP/ yang memerintahkan melaporkan kepada Kepaleabakerkait dengan evaluasi
yaitu hasil kegiatan yang di lakukan Petugas SaB#®ldalam menertibkan PKL
melalui teguran, surat edaran penyuluhan sampaa paibongkaran dan sanksi.
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui eod@sadaran PKL terhadap
Perda Nomor 19 Tahun 2001 masih rendah, walaupbanaenya mereka telah
mengetahui tempat yang mereka gunakan untuk bergagesebut merupakan jalur
hijau tetapi mereka tetap berjualan. Upaya perartiBKL sebagai tahapan akhir
yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sadeaada 2 upaya yaitu sidang
yustisi dan tahap pembongkaran apabila PKL terskeéuilang kali melanggar dan
mengikuti sidang namun kembali berjualan maka smbtahapan terakhir ialah
pembongkaran.

Faktor pendukung dan pendukung dalam Evaluas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polis Pamong Praja dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama K otaSamarinda

Dalam proses penertiban pedagang kaki lima yarakukBn oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah tentuyad#aktor yang menjadi

pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam tgerempedagang kaki lima

tersebut. Faktor pendukung yakni adanya pedomara&tolisi Pamong Praja dalam
PP No.32 Thn.2004 sesuai dengan tugas dan fuensa, BROTAP Satpol PP dalam
Pemendagri No.26 Thn 2005. Dan yang menjadi fgémghambatnya yaitu sarana
mobilitas operasional yang masih kurang sehingdandanelaksanakan kegiatan
Petugas Satpol PP kesulitan untuk melakukan patnailipun pengangkutan dan
masalah anggaran yang masih sangat terbatas.

Pembahasan
Pelaksanaan Tugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tgnRaxnsedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja bahwa sadh cara pembinaan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah SosialBesiluk Hukum, terutama
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dankphadwm perundangan lainnya
dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepedyarakat. Hal tersebut
tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akagm tetéeahap dan berkesinambungan,
sehingga masyarakat akan memahami arti pentingrgtaatan dan kepatuhan
terhadap produk hukum daerah.

Tugas Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksangenyampaian
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informasi tentang program pemerintah, peraturarunmEng-undangan, Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukimyka yang berlaku kepada
seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkggagetahuan, wawasan,
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perayang berlaku sehingga
proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Satpol PP vyaitu dengamberékan
informasi melaui sosialisasi Perda Nomor 01 Tahd@dl2tentang Pengaturan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Samarindayd#®edagang kaki
Lima perlu di tertibkan keberdaannya terkait dangyanenertibkan adalah
Satuan polisi Pamong Praja yang memang sudah mengasnya dalam
menegakan Perda dan Ketentraman dan KetertibannmJmmoelakukan
tahapan dalam menertibkan dan menindak para pelamggda, adapun jika
pada tahapan pertama yaitu tahapan himbauan, pérayylbimbingan tidak
berhasil atau manakala terus mengabaikan teguranSd#pol PP, maka
dilanjutkan dengan tahapan kedua vyaitu penertibaelalm teguran
lisan/tertulis. Surat teguran/surat pernyataan dikeluarkan oleh Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan. Satpol PP memberikamkss berupa surat
teguran/surat pernyataan kepada pedagang kakiyiang masih melanggar
perda yang telah disosialisasikan. Toleransi akamats teguran/surat
pernyataan yang diberikan tersebut sebanyak 2 &phbila surat tersebut
tidak di indahkan oleh PKL tersebut maka baru dikan eksekusi yaitu
pembongkaran.

Evaluas Satpol PP

Evaluasi merupakan suatu penilaian dalam kebdahastau kegagalan dari
suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tmtifadikator yang telah
ditentukan.Penilaian dilakukan setelah program-@nogterselesaikan berdasarkan
perencanaan yang telah di tetapkan dan diharap&pat dnemberikan informasi
terutama untuk membantu mengembangkan kemajuan kspekan, agar
penyimpangan dapat diketahui lebih dini, dan salapiat dilakukan lebih cepat.
Setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan S#&aksi Pamong Praja baik yang
dilakukan secara rutin,insidentil maupun operabuggan segera melaporkan kepada
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepataa8 Polisi Pamong Praja/
yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daéealgecek suatu
keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hamb&pada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja yang memerintahkan tentang yang duitein lapangan untuk
dicarikan solusinya.

1720



Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 ( Novia Yulianti )

Faktor pendukung dan penghambat dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polis Pamong Praja dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama K ota Samarinda

Dari hasil wawancara peneliti bersama key inforrBatuan Polisi Pamong
Praja Kota Samarinda maka dapat disimpulkan balasd tari evaluasi PP Nomor
32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi ParRosmg dalam menertibkan
Pedagang kaki lima di Pasar Sungai Dama kota Sadsarsesuai dengan PP No0.32
Thn 2004 tentang pedoman Satpol PP dalam melaksanaigasnya, melakukan
pengawasan dan evaluasi dari pelaksaan tersebhitinga dapat memberikan
informasi dalam suatu kegiatan. kebutuhan persoail sarana prasarana sangat
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Satpol PP r8gmang dikemukakan Moenir
(2000 : 120) mengemukakan bahwa sarana adalah asggals peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsagabalat utama/pembantu dalam
pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka lkegamtyang sedang berhubungan
dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukaleh Moenir, jelas memberi
arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupgleaarggkat alat yang digunakan
dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebualada¢rupakan peralatan pembantu
maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsk umewujudkan tujuan yang
hendak dicapai

Penutup

Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan ipamegiedagang kaki
lima, sebelum melakukan penertiban kelokasi saspetingas terlebih dahulu akan
diberi surat perintah tuga, di koordinasi, dibarikarahan agar nantinya ketika
sampai kelokasi tersebut petugas tidak langsungnuiek pedagang yang berjualan
diatas badan jalan Pasar Sungai Dama, tetapi mé@bdeguran kepada para PKL
untuk tidak berjualan kembali sehingga terciptakgta Samarinda yang bersih dan
tertib.

Pengawsan Satpol PP dalam menertibkan Pedaganglikek di Pasar
Sungai Dama itu dilakukannya pemantauan terlebituldaoleh petugas Satpol PP,
memberikan Sosialisasi Perda tentang PKL dengamariujpgar pedagang yang
berjualan di pinngiran badan jalan tersebut bisagesgi dan tahu bahwa tujuan di
berikannya sosialisasi supaya pedagang tidak haweyaentigkan dirinya saja tetapi
untuk semua masyarakat umum, kerena dampak ygagditakibat banyaknya PKL
yang berdagan di pinngiran badan jalan itu memlkeatacetan lalu lintas oleh
karenanya PKL perlu ditertibkan keberdaannya.

Evaluasi Satpol PP dalam menjalankan tuganya untrertibkan Pedagang
kaki lima baik dilakukan secara rutin, insidentiaupun operasi gabungan segera
melaporkannya kepada Kepala Satuan polisi Pamoag/Pyang memerintahkan
melaporkan kepada Kepala Daerah.

Faktor pendukung dan penghambat dalam Evaluasitypan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan PolisioRg Praja dalam
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penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai D&ota Samarinda ialah yang
menjadi pendukungnya Satpol PP dalam melaksandkgas dan fungsinya sesuai
dengan pedoman PP No0.32 thn 2004, dan PROTAP Pegresedbagai acuan dalam
menjalankan perintah dari Kepala Satpol PP. dang yarenjadi penghambat,
penunjang sarana dan prasarana Satpol PP sehiegggap Satpol PP yang akan
melakukan operasi kegiatan harus bergantian untuingkut secara berangsur-
angsur karena jumlah Tim yang banyak sehinnga gii legi dalam beberapa zona-
zona atau titik lokasi yang akan di tertibkan.

Diharapkan agar Pemerintah dapat memberikan stdusadap Pedagang
Kaki Lima yang berjualan di pinggiran jalan agasediiakan tempat berjualan yang
tidak melanggar peraturan dan diharapkan untuk kukén pemantauan terus
menerus agar keberadaan Pedagang kaki Lima tidakber&kan dampak negatif
terhadap masyarakat atau pengguna jalan sehinmgptaeya Kota Samarinda
Aman, Bersih dan Rapi, dan diharapkan dilakukanByaluasi dalam rangka
meningkatkan kinerja agar bisa lebih maksimal dalam@njalankan tugas dan
fungsinya dan dan diharapkan pemerintah dapat mighak penambahan sarana
prasarana penunjang Satpol PP vyaitu kendaraan sipamb yang baru karena
kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai/tuaséang mogok yang secara
langsung dapat menghambat kelancaran tugas S&fpoldalam menjalankan
kegiatan operasional
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